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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1  

Pedoman Wawancara  

No Faktor Gejala Sub Gejala Pertanyaan 

Penelitian 

Informan 

1 2 3 4 5 6 

1. Proses 

Collabora

tive 

Governen

ce 

Face to face 

dialogue/Dialo

g tatap muka 

Proses face to 

fece dialogue 

meliputi 

membangun 

kepercayaan, 

saling 

menghormati, 

pemahaman 

bersama dan 

komitmen 

terhadap proses 

antar 

stakeholders 

Bagaimanakah 

pertemuan rutin 

yang dilaksankan 

dalam 

penanganan 

pemukiman 

kumuhn  di 

Kelurahan 

Tanjung Mas ? 
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mekanisme 

pertemuan rutin 

yang 

dilaksanakan 

dalam 

penanganan 

pemukiman 

kumuh di 

Kelurahan 

Tanjung Mas? 
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komunikasi yang 

terjalin antar 

      


